
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS P€NDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. Soeknrno, Kompl. Puspem No:-Telp :- bnail:-, sbd@smail.com

TAMBOLAKA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR :PK.422.1 I 77 a.a/ 53. 18/Ix / 2Ai22

TENT,{NG

PENMAPAN IZIN CPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :4. Bahwa untuk areningkatkan perrre'inaan dan pern@rdayaan

Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD} sebagai sarana untuk
mendukung dan menyelaraskan semua kegiatan pelayanarr-

pendidikan dasar yang dikelola untuk dan oleh masyarakat,

dengan dukungan pelaSranan teknis da::i pengelola lembaga

dan peadidik maka pe:lu rneaurnbuh kembangkan peran

aktif niasyarakat dalarn kegiatan kelompok kerja pos

pelayanan terpadu.

b. Brahwa untuk tujuan pendidikan dan pemberdayaa.n

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud,

maka perlu memantapkan koordinasi dan keterpaduan

melalui Izin Operasional Pelayanan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) sesuai dengarr peraturan perur+dangan yang

berlaku.

e. Bahwa krdasarkan pertimbangan Sebagaimana dirnaksr.ld

dalam huruf a dan huruf b maka di pan'dang perlu untuk
ditetapkan dengan Keprrtusan Kepala Dinas Pendidikian dan
Kebudayaan Sumba Barat OaV"L



Menginge"t : 1. Undang.-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tenta-ng Sistem

Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nornor 78, Tambahan lrembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 44371;

2.

3.

Undang-Undang Nornor 23 Tahun

Perlindungan Anak;

Llndang-Undang Nornor 23 tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

serta Masyarakat dalam Peadidikan

Negara Republik krdonesia Tahun

2003 tentang

2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Un'dang=Undang

Nornor 1 Tah.trn 2Cl22 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A22 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

1992 tentang Peran

Nasional {Lembaran

Tarnbahan Lerril*ran Negata Republik

3485);

1992 Nomor 69,

Indonesia Nomor

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan tembaran

Negara Republik Ledonesia Nomor aa96l;

6. Peraturan Pemerintah Nor,nor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana

telah bekrapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2O2l tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A2l Nomor 87, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor OOZO);["



7. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O2L Norrror 87, Tambahan Icmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676r, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2M2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah iYorno r 57

Tahun 2O2l tentang Standar Nasional Pendidikan

{I"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2f22 Nsrnor

14, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

67621;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2OL4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137

Talrun 2AL4 tentang Standar Nasional PAUD;

10. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri

Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 20 15 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Irlomor
t 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

PerangJ<at Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (Lembaran

Daerah lGbupaten Surnba Barat Daya Thhun ZOL6 Nomor

oos);

12. Pera.trran Daerah K.abupaten Sumba Barat Daya N.om.or

O6 Tahun 2O21 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahtrn Anggaran

2022:,

13. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya lYomor 41 Tahun

2O2l tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran
I

2422;1.

8.

9.



I\llemperhatikan :

2.

I.

Menetapkan

Kesatu

Surat Keputusan Kepala Desa Denduka Nomor :

263 I 42A I DDK I wS / SBD / pLpAUD lv[r / 2a22;

Srrat perrn honan pengajuan lzin Operasional Satuan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari : PAUD Anak

Terang Wee Mananga, 1 nomor :

O7IPAT/WM IDDKI\/IJI/2;fi22 tanesal 01 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Memberi persetujuan lztn Oper,asional Irmbaga Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga

.Ienis Program

A.lamat

Pengelola

Sekretaris

Bendahara

PAUD Anak Terang Wee Man.anga

Kelompok Bermain

Desa Denduka

Fariska Candra Nurani, S.Psi

Agustina Woli

Apliati Loda

Pemegangizim mernpunyai kewajiban sebagai berilmt :

1. wajib menyelenggarakan progr€tm pendidikan anak usia dini
(FAUD) sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau yang

akan ditetapkan kernudian.

2.- wajib menjamin pese.rta didik memproleh akses pelayanan

pendidikan anak usia dini.

3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman

pada Standar Nasional Pendidikan.

4. MengembangJ<an dan melaksanakan sistern informasi
pendidikan dan satuan pendidikan yang berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

6. wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di
atas tanah milik satuan pendidikan atau cara lain yang sesuai

dengan lreraturan perundangan yang berlaku dan tidak
I

bersengkgta[-



Keempat

Kelima

Keenam

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan

dimaksud piadah alamat berganti nafila [embaga dan

pengelolanya berpindah tangan maka keputusan ini dinyatakan

batal dan wajib harus mengajukan permohonan Izin Operasional

yang baru.

Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil

maupun non materil terhadap tenaga pendidik, pbserta didik atau

pfhak lain yang mengakfbatkan terhentinya kegiatan pendidfkan

sepenuhnya menjadi tanggungiawab pihak pemegang wn dan

keputrrsan ini dapat dfbatalkan demi hukum.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal OB September 2O22 sampai

denqan tarry,aal 08 September 2026: dan wajib di evaluasi setelah

masa berlakunya selesai.

r Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan .dalam keputusan

ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka

: 08 September 2422Padh

Plt. ikan dan Kebudavaan\.: " ISBarat Daya,

Tembusan:

1. Bupatf Sumba Barat Daya di Tambolaka,

2. Kett;e- Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di

Tambolaka-

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di

Tambolaka"

4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.

5- Camat Wewewa Selatan Tambolaka di Tempat-

6. Kepala Desa Denduka di Tempat.

7. Pengelola untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

8. Arsip.

S.Pd. M.Pd

TK,r/rvb
NrP. 19670905 199801 I 001


